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PENGARUH SISTEM AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

RINGKASAN

Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik
oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
menyebabkan seluruh instansi pemerintan menyusun perencanaan strategik,
melakukan pengukuran kinerja dan melaporkanya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Pengaruh Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2)
PengaruhSistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; (3) Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 Organisasi Pemerintah
Daerahdi lingkupPemerintah Kabupaten Solok. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah total sampling. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi
Linear Beganda.

Kata Kunci : Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal
dan Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang — Undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang — Undang
No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang — Undang No. 33 tahun
2004 sebagai pengganti Undang — Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi
pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan upaya
pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa
untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas,
dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah pengelolaan
keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan
pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sistem akuntansi yang baik karena sistem
akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang
accountabledalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara
transparan, efesien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak
dapat memberikan pelayan publik secara baik dan korup menuju sesuatu tatanan
pemerintah yang demokratif penyelenggaran pemerintah yang akuntabel akan
mendapatkan dukungan dari publik dipihak penyelenggara akuntabilitas



mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.Menguatnya tuntutan
masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyebabkan seluruh instansi
pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan
melaporkanya.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat berperan
dalam pengukuran dan meningkatkan kinerja pemerintah selainitu penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berdampak pada
penyusunan anggaran yang berdasarkan kinerja. Fenomena didalam penelitian ini
yaitu Pemerintahan Kabupaten Solok telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir

Pada dasarnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun agar para
petugas yang menjalankan fungsi dari akuntansi untuk dapat menjalankan proses
akuntansi secara baik dan benar, apabila didalam penerapan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah di lakukan secara benar dalam menyajikan laporan keuangan
maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi baik sesuai yang
telah ditentukan secara tidak lansuang juga berpengaruh terhadap laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang di lakukan oleh
(Soleman et al., 2019) menyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu untuk mencapai kinerja yang berakuntabilitas pemerintah
menerapkan Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal pada
pemerintahan pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal yang
efektif dalam suatu pemerintahan yang akan mampu menciptakan keseluruhan
proses kegiatan yang baik sehingga akan dapat memberikan keyakinan yang
memadai bagi terciptanya pengamanan asset Negara dan keandalan sebuah laporan
keuangan daerah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang di lakukan oleh(Afrina,
2015; Aprianti, 2017; Fitriyani & Herawati. Helmi, 2014; Kadek et al., 2014; Kahar
et al., 2017; Soleman et al., 2019; Syahrir, 2019)bahwa Sistem Pengendalian
Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di
peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

2. Apakah Sistem Pengendlian Internalberpengaruh terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
Akuntansi PemerintahDaerah.



4. Apakah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal
dan Sistem Pelaporan berpengaruh secara simultanterhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh  SistemPengendalian  Internalterhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah.

4. Untuk Mengetahui PengaruhSistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem
Pengendalian  Internal dan Sistem Pelaporan secara simultan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini yaitu semoga bisa bermanfaat bagi semua piahak
yang mebutuhkan diantaranya:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan
terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat
sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan bagi pemeritan Kabupaten Solok kedepannya.

3. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai
dasar pemikirian khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut
dibidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalammengelola sumber daya yang telah di
berikan dan dikuasai untuk mencapai sasaran dan tujuan melalui suatu media
berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik (Afrina, 2015).

Akuntabilitas merupakan konsep pertanggung jawaban atas tindakan
individual atau organisasi yang telah di amanatkan. Mengacu pada teori agensi
(Pratama et al., 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat di maknai
dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan menggunakan segala aktivitas



dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanahyang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan
keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 yang di
gantikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah
untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai
kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan
dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena
itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap
pemda.

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu percabangan akuntansi, selain
akuntansi sosial yang mencatat perhitungan makro Negara dan akuntansi komersial
yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola akuntansi bisnisnya. Pada
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam
sistem dan prinsip Negara kesatuan RI

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebuah sistem akuntansi yang
meliputi proses pencatatan, pengelolaan penafsiran, peringkasan, transaksi atau
kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah APBD(Rasdianto, 2013).Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah sebuah proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan, dan
pelaporan transaksi Ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah
(kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka
pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah
daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan(Halim & Kusufi, 2012).

2.3 Sistem Pengendalian Internal

Setiap organisasi termasuk pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian
untuk menjamin bahwa aktivitas organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal diterapkan
untuk mencapai tujuan dan menimalkan hal-hal yang terjadi di luar neraca,
meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, meningkatkan
kehandalan data dalam laporan keunagan dan mendorong dipatuhinya hukum dan
aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sistem pengendalian internal
memiliki kedudukan yang sangat penting.



Pengendalian internal merupakan salah satu fungsi manajemen Penerapan
sistem pengendalian internal harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkandalam rangka pencapaian tujuan,
dengan demikian melalui penerapan sistem pengendalian internal dapat diperoleh
informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan
pengambilan keputusan oleh pemimpin.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi.
Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2017).Sedangkan
menurut (IAPI, 2011) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,
manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian dalam kendalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efesiensi
operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.Rencana
organisasi dan metode yang di gunakan untuk menjaga atau melindungi aktivitas
dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat di percaya (Krismiaji, 2010).

2.4 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem
pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan
(kepala bagian anggaran)(Hidayatullah, 2013). Sistem pelaporan yang baik
diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam
mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Afrina, 2015). Sistem
pelaporan adalah laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari
anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit
organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut (Pratama et al., 2019)

Dari uraian tetang variabel sistem pelaporan yang telah penulis sampaikan,
maka terdapat lima pertanyaan yang di dalam nya memuat indikator menurut
(Agustin, 2018)yaitu:

1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap
Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu
entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode
akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan Kinerja perusahaan
tersebut.

2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi
Informasi akuntansi yang menggambarkan tentang posisi keuangan perusahaan
serta hasil usaha perusahaan pada periode yang berakhir pada tanggal tertentu,
yang terdiri atas neraca, daftar laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan
informasi

3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan
kebutuhan khusus
Maksudnya informasi laporan keuangan ini tidak hanya bisa di akses oleh pihak
internl tapi juga bias bisa di akses oleh masyarakat luas atau pihak external.



4. Laporan keuangan dapat diuji dan informasi keuangan dapat dipahami oleh
pengguna
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang
dimaksud.

5. Dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas
pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada
periode terjadinya perubahan.

2.5 Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual ini menjelaskan bagaimana pertautan teori-teori yang
berhubungan dengan variabel penelitian yang ingin di teliti dan merupakan
tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis.
Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan
sebelumnya, penelitian membuat kerangka konseptual sebagai berikut:

Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah(X1) HL
Sistem Pengendalian Akuntabilitas Kinerja
H2 : :
Internal (X2) —» Instansi Pemerintah
Sistem Pelaporan H3/v (Y)
(X3)
| H4

Gambar 2.1

Karangka Konseptual



Berdasarkan karangka teoritis yang diilustrasikan pada gambar 2.1 dapat di
uraikan bahwa dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah menguji apakah sistem
akuntansi pemerintah daerah, sistem pengembalian internal dan sistem pelaporan
berpengaruh positif ternadap akuntabilitas kinerja. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian
Internaldan Sistem Pelaporan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini
adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

2.6 Hipotesis Penelitian
2.6.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadapAkuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintan Daerah merupakan mengoperasi-onalkan
prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi
Pemerintah dan kebijakan akuntansi. Sistem Akutansi Pemerintah Daerah
menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi
transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar,
menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan
penyusunan laporan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dikatakan
sebagai sebuah pedoman dan menjelaskan siapa yang harus melakukan tugas
tersebut dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana
mencatatnya. Pada prinsipnya, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun agar
para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan
menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.

Hal ini di buktikan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh (Afrina,
2015)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini membukitkan bahwa semakin baiknya
sistem akuntansi yang diterapkan maka akan semakin baik juga akuntabilitas
Kinerja instansi pemerintah daerah pekanbaru. Pada penelitian (Lumenta et al.,
2016; Zulharman, 2015)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini
membuktikan bahwa ketika sistem akuntansi pemerintah daerah diterapkan dengan
baik pada masing-masing intansi pemerintah semakin baik maka akuntabilitas
Kinerja pada pemerintahan akan semakin meningkat.Sedangkan penelitian yang di
lakukan oleh (Soleman et al., 2019) menyatakan bahwa penerapan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:
H1: Sistem Akutansi Pemerintah DaerahberpengaruhPositifterhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.



2.6.2 Pengaruh  Sistem  Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas
Kinerjalnstansi Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal yang baik dalam suatu organisasi atau di dalam
sebuah instansi pemerintah sebuah daerah akan mampu menciptakan keseluruhan
proses kegiatan yang baik pula, sehingga nantinya akan memberikan suatu
keyakinan bagi organisasi bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai
dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dan hal tersebut
memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi tersebut. Untuk memperbaiki
kinerja sebuah pemerintah perlu diciptakan sebuah sistem yaitu sistem
pengendalian internal pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana
publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada penelitian yang di lakukan oleh (Aprianti, 2017) pengendalian internal
berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
daerah. Hal ini menunjukan bahwa dengan baiknya penerapan Pengendalian
Internal di dalam instansi pemerintah dapat membantu manajemen instansi
pemerintah  dalam  mencapai  hasil-hasil yang diinginkan  melalui
pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif. Sedangkan
pada penelitian (Kadek et al., 2014) pengendalian internal berpengaruh signifikan
positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini berarti
bahwa pengendalian internal yang berjalan dengan baik dan efektif dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat mewujudkan
akuntabilitas dan trasparansi dalam pertanggungjawaban didalam pengelolaan
dana instansi pemerintah, kabupaten klungkung di tuntut untuk menerapkan suatu
pengendalianyang efektif dan efisien. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat
dirumuskan hipotesis:

H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadapAkuntabilitasKinerja
Instansi Pemerintah Daerah

2.6.3 Pengaruh  Sistem  Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja
InstansiPemerintah Daerah
Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan
mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang
telah ditetapkan. Laporan umpan balik (feedback) diperlukan untuk mengukur
aktivitas aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas pada pelaksanan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan
suatu anggaran, sehingga manajeman dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan
rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Sistem pelaporan harus
dilakukan sesuai dengan standar pelaporan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Semakin jujur,
objektif dan transparan dalam menyusun laporan keuangan dan melaporkan segala



aktivitas kepada publik, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan stakeholder
terhadap intansi tersebut dan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.

Pada penelitian (Fauzan, 2017) Sistem pelaporan berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa
sistem pelaporan yang baik yang mampu menyajikan informasi secara transparan
dan akuntabel mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil pemerintah
daerah dalam satu periode. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan (Fathia,
2017) Sistem Pelaporan berpengaruh berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah yang
menerapkan sistem pelaporan yang baik dalam menjalankan permasalahan akan
mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritnah Daerah. Dengan adanya
sistem pelaporan dengan pertanggungjawaban yang baik akan memberikan
informasi yang handal, sehingga kinerja instansi dapat dimonitor dengan baik.
Namun hasil penelitian yang di lakukan oleh (Setiawan, 2013) bahwa sistem
pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3 : Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah Daerah

3.METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif
kausal. Menurut (Sugiyono, 2014:55) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau
lebih.Hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab-akibat, salah satu
variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Penelitian ini
menguji hipotesis yang ditetapkan dan untuk mencari pengaruh antara variabel
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem
Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

3.2 Sumber dan Jenis Data
Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data
primer. Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama atau
sumber asli (langsung dari informan), misalnya individu atau perorangan.
Sedangkan sumber data berasal dari hasil yang di peroleh dari pengisian kuesioner
yang telah di berikan ke setiapOrganisasi Pemerintah daerah di lingkup
Pemerintahan Kabupaten Solok.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan data adalah survei dengan menyebarkan
kuesionerkepada Kepala OPD,Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan dan
Pengelola Keuangan di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkup



3.4

3.5

Pemerintah Kabupaten Solokkuesioner atau angket. Menurut (Sugiyono,
2014:225) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya. Jenis kuesioner yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
kuesioner tertutup yaitu dimana setiap pertanyaan akan disertai dengan pilihan
jawaban yang nantinya akan disebarkan kepada responden yang dijadikan sebagai
sampel dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpula(Sugiyono, 2014: 117). Populasi dalam
penelitian ini adalah 26 Organisasi Pemerintah Daerah di lingkupPemerintah
Kabupaten Solok.

Sampel menurut (Sugiyono, 2014:118)merupakan jumlah dan karateristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian
ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel
dimana jumlah sampel sama dengan populasi(Sugiyono, 2014:124). Alasan
memgambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh
populasi dijadikan sampel penelitian semuanya.Sampel dalam penelitian ini adalah
Kepala Dinas atau Sekretaris, Kasubag Perencanaa, Kasubag Keuangan dan
Pengelola Keuangan lingkup kerja Pemerintahan Kabupaten Solok tahun 2021.

Pengukuran Variabel
Defenisi operasional dari variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Variabel, Defenisi Operasional, Indikator dan Skala
NO | Variabel Defenisi Operasional Indikator Skala
1 | Akuntabilita | Perwujudan kewajiban 1. Pengukuran Kinerja Likert
s Kinerja suatu instansi pemerintah | 2. Penerapan Perencanaan
Instansi untuk Strategik
Pemerintah( | mempertanggungjawabk | 3. Laporan Kinerja
Y) an keberhasilan dan 4. Pemanfaatan Informasi
kegagalan pelaksana-an Kinerja
misi organisasi dalam (Aprianti, 2017)

mengelola sumber daya
yang telah di berikan dan
dikuasai untuk mencapai
sasaran dan tujuan
melalui suatu media
berupa laporan
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akuntabilitas kin-erja
secara periodik.
(Aprianti, 2017)

Sistem Sebuah sistem akuntansi | 1. Pencatatan Likert
Akuntansi yang meliputi proses 2. Penggolongan
Pemerintah | pencatatan, pengelolaan | 3. Pelaporan
Daerah penafsiran, peringkasan, | (Aprianti, 2017)
(X1) transaksi atau kejadian
keuangan serta pelaporan
keuangan dalam rangka
pelaksanaan anggaran
prndapatan dan belanja
daerah (APBD)
(Aprianti, 2017)
Sistem Suatu perencanaan untuk | 1. Lingkungan Likert
Pengendalia | mengarahkan, Pengendalian
n Internal mengawasi dan sumber 2. Penilaian Risiko
(X2) daya suatu organisasi. la | 3. Kegiatan Pengendalian
beperan penting untuk 4. Informasi dan
mencegah dan mendet- Komunikasi Akuntansi
eksi penggelapan (fraud) | 5. Pemantauan.
dan melindungi sumber (Hasanah & Fauzi,
organisasi baik yang 2016)
berwujud maupun tidak.
(Hasanah & Fauzi, 2016)
Sistem Sistem pelaporan 1. Penyajian laporan Likert
Pelaporan merupakan laporan yang keuangan secara
(X3) menggambarkan sistem lengkap

pertanggungjawaban dari
bawahan (pimpinan unit
anggaran) kepada atasan
(kepala bagian
anggaran). Sistem
pelaporan yang baik
diperlukan agar dapat
memantau dan
mengendalikan kinerja
manajerial dalam
mengimplementasikan
anggaran yang telah
ditetapkan

(Agustin, 2018)

2. Informasi dalam
laporan keuangan
digunakan sebagai alat
koreksi,

3. Informasi keuangan
disajikan untuk
memenuhi kebutuhan
umum bukan
kebutuhan khusus

4. Laporan keuangan
dapat diuji dan
informasi keuangan
dapat dipahami oleh
pengguna

11



5. Dibandingkan dengan
laporan keuangan
periode sebelumnya
(Agustin, 2018)

3.6 Teknik Analisis Data
Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat maka harus diolah dan
dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Tujuan teknik analisis data untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari
sejumlah yang terkumpul. Pengolahan dalam penelitian ini menggunakan program
SPPS 23 forwindows.

3.6.1 Ujilnstrumen Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan memberikan serentetan
soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya.
Pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes dapat disebut sebagai
pengukuran (measurent). Banyak penelitian yang menggunakan kuisioner sebagai
skala pengukuran variabel penelitian. Kriteria kuesioner yang baik salah satunya
memenuhi validitas dan reabilitas.

1. Uji Validitas
Menurut (Priyatno, 2014:51)uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa
cermat sebuah pernyataan dalam kuesioner yang akan ditanyakan kepada
responden. Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara
skor item istrumen dengan skor total. Nilai keofisien korelasi antara skor
setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis corrected itemtotal
correlation dengan membandingkan rniung (kolom Corrected Item-Total
Correlation) dengan rwner (kolom Product Moment) dengan signifikan 0,05 atau
5% untuk degree of freedom (df)=n-2, dimana n adalah jumlah responden
penelitian.Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Bila |rhitung|> rtavel, maka pengujian dinyatakan valid
b. Bila |rhitung|< rtabel, maka pengujian dinyatakan tidakvalid
2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan
indikator dari variabel. (Sugiyono, 2014:121)menyatakan bahwa instrument
yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk
mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Dalam
penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Cronbach’s Alpha. Untuk
menginterpretasikan koefisien reliabilitas digunakan kategori menurut
(Sugiyono, 2014:134)sebagai berikut :
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a. Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 maka suatu variabel dikatakan

reliabel.
b. Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,6 maka suatu variabel dikatakan
tidak reliabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik
Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui
keabsahannya dan menghindari terjadinta estimasi bias. Pengujian asumsi klasik ini
menggunakan tiga uji, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji

heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas
Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah masing —masing
variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Mode regresi yang baik adalah
yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal yang akan disajikan
dalam grafik P-Plot. Dimana standar pengambilan keputusan menurut (Ghozali,
2011:160)yaitu .

Dasar pengambilan keputusan:

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan
bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika data jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal
tidak menunjukkan pola ditribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas menurut (Ghozali, 2011:105)bertujuan untuk menguji

apakah model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas

(independent), model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel independen.

Uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation

factor (VIF). Nilai tolerance di atas (>) 0,1 dan nilai VIF di bawah (<) 10.

a. Jika nilai tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkanbahwa
tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

b. Jika nilai tolerance< 0,1 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa
ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Wiyono, 2011:160)uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguiji

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dalam residual

untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah
ketika tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Adapun pedoman yang digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada
tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola
gambar scatterplots

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Menurut (Sugiyono, 2014:277)Analisis regresi linear berganda yaitu alat
statistik digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan yang
dipergunakan untuk mengetahui antara satu atau beberapa variabel terhadap satu
buah variabel. VVariabel yang mempengaruihi sering disebut variabel bebas, variabel
independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut
dengan variabel terikat atau variabel dependen. Bentuk Persamaan regresi linier
berganda dalam penelitian ini yaitu:

Persamaan :

Y =a+ blX1 + b2X2 +hb3X3 +e
Keterangan:

Y =AKIP

a = Koefisien Konstanta

X1= Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
X2 = Sistem Pengendalian Internal

X3 = Sistem Pelaporan

b = Koefisien Regresi

e = Koefisien error (Variabel pengganggu)

3.6.4 UJi Hipotesis
Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
yang signifikan antara variabel independent kepada variabel dependen. Dengan
pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan,
dengan penetapan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternative (Ha).

1. Ujit

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas
terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. (Ghozali,
2018;98)mengatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen. Kriterianya dikutip
dari(Silalahi Ulber,2015: 559)adalah :

a. Jika [tpirung| = traner Maka disimpulkan bahwa secara individual variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Jika |thitung| = trabel dan maka disimpulkan bahwa secara individual variabel
independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 (a=5%) dilakukan dengan kriteria
dikutip dari (Silalahi Ulber, 2015: 559) adalah :
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a. Jika nilai signifikan sig < 0,05 maka hipotesis diterima artinya terdapat
pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel
dependen.

b. Sebaliknya Jika signifikan sig = 0,05 maka hipotesis ditolak artinya tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap
variabel dependen.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama atau joint mempengaruhi variabel independen (Ghozali,2018;179).

Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig

yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level a = 0,05untuk degree of

freedom (df)= n-k-1. Uji ini dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Silalahi

Ulber,2015: 559) adalah:

a. Jika nilai |F hitung| > F tabel maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-
sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Jika nilai |F hitung| < F tabel maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-
sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 (a=5%) dilakukan dengan kriteria

dikutip dari (Silalahi Ulber, 2015: 559) adalah :

a. Jika nilai signifikan sig < 0,05 maka hipotesis artinya terdapat pengaruh yang
signifikan secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel
dependen.

b. Sebaliknya Jika signifikan sig > 0,05 maka hipotesis artinya tidak terdapat
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel independen terhadap
variabel dependen.

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Menurut (Ghozali, 2011:223)Koefesien determinasi (R?) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan --variasi variabel
independen. Nilai R? kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R?
yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Apabila teknik analisa datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas
kita menggunakan R square, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua
variabel maka akan lebih baik menggunakan adjusted R square yang nilainya
selalu lebih kecil dari Rsquare, (Ghozali, 2011:223).Dalam penelitian ini pengujian
koefesien determinasi menggunakan adjusted Rsquare, karena varaiabel dalam
penelitian ini lebih dari dua.
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